Ada Siskeudes, Pengelolaan Dana Desa Jadi Lebih Mudah
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Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro
Sandjojo mengatakan Sistem Keuangan Desa' (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan
akunting dana desa’ yang rumit. Sistemnya bisa membantu permasalahan yang terjadi pada
pengelolaan dana desa’.

"Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih complicated (rumit)
dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entry saja," ujarnya
dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal tersebut dikatakan saat rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
DPR RI di Kantor DPR RI Jakarta, Senin (18/3) kemarin.

Menurutnya, saat pertama disalurkan dana desa pada 2015 lalu telah menimbulkan permasalahan
banyaknya kepala desa yang tidak memahami sistem keuangan pemerintah. Di sisi lain, mereka
dituntut untuk mengelola anggaran dana desa* yang jumlahnya cukup signifikan.

"Awalnya banyak kepala desa yang belum tahu soal keuangan pemerintahan. Misalnya yang paling
simpel adalah banyak kepala desa yang tidak paham soal pajak®," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya, pengelolaan administrasi keuangan dana desa® semakin mengalami
perbaikan setiap tahunnya. Bahkan, keberhasilan dana desa telah menjadi sorotan bank dunia dan
IFAD’ untuk menjadi contoh pengembangan desa® di negara lainnya.

"Jalan-jalan di desa sekarang sudah mulai bagus," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan
Adiperdana mengatakan, Siskeudes adalah aplikasi yang merupakan implementasi dari sistem
pengendalian keuangan® pemerintahan tingkat desa. Siskeudes tersebut dikembangkan oleh BPKP
dan Kementerian Dalam Negeri yang telah diterapkan sejak November 2015.

"Penerapan Siskeudes sampai Desember 2018 sudah 93% desa atau pada 95% kabupaten/kota yang
mendapatkan dana desa. Jadi cukup masif memang pengaplikasiannya. Penerapannya dipantau
langsung oleh Komisi 11 (DPR RI), bahkan ikut saat workshop di 101 titik kabupaten/kota dan
dievaluasi langsung oleh DPR RI," ujarnya.
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Sumber Berita :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4474096/ada-siskeudes-pengelolaan-dana-desa-
jadi-lebih-mudah diakses tanggal 25 Maret 2019

Catatan :

Sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa
bersumber dari:

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengertian pengelolaan keuangan menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
desa.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya pada Pasal
3, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
Pasal 4 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan PTKD berasal dari unsur Perangkat
Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan mengenai APBDesa.

(1) APBDesa, terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok,
kegiatan, dan jenis.
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(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis.

Melansir dari situs resmi BPKP mengenai Siskeudes, Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana
yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes
dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan
aplikasi Siskeudes.

! Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan
keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis.

Z Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat. ( Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

® Pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Pasal 1 angka 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

* Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai
pos Cadangan Dana Desa. (Pasal 8 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

® Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan)

® Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa)

" IFAD (International Fund for Agricultural Development) adalah sebuah badan dari PBB yang didirikan
pada 1977 untuk merespon bencana kelaparan di Sahel. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan
pendanaan dan menggerakkan sumber-sumber tambahan untuk program-program yang khusus dirancang
untuk pengembangan ekonomi wilayah miskin, terutama dengan mengembangkan produktivitas agrikultural.

® Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

® Pengendalian keuangan adalah upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba
berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
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